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BUKU “Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari
Beragam Perspektif® merupakan sebuah buku yang berisi kajian tentang
penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19. Penyelenggaraan
Pilkada di masa pandemi merupakan tantangan yang cukup berat hagi
semua stakeholders Pilkada. Buku in1 dibagt dalam empat aspek kajian dan
ditulis oleh beragam pihak dengan berbagai pendekatan. Bagian pertama
buku ini mengkaji Aspek Keamanan dan Sosial Kemasyarakatan. Bagian
kedua membahas mengenai Fartisipasi Politik dan Kampanye, selanjutnya
bagian ketiga mengkaji aspek Peluang, Tantangan, dan Problematika Teknis
pelaksanaan Pilkda di era Pandemi. Pada bagian akhir buku inl membahas
tentang Covid-19 dan Isu-lsu Kentemporer. Kehadiran buku ini diharapkan
dapat memberikan sumbangsih pemikiran darl berbagai perspekiif para
penulisnya atas penyelenggaraan Pilkada yang demokratis di tengah
Pandemi Covid-19. Selamat membaca
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Prakata

Puji syukur kehadirat Tuhan YME karena kita masih diberi
kesehatan di tengah kondisi pandemi saat ini sehingga kita dapat
mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu
Pemerintahan FISIP Universitas Lampung pada pagi hari ini
sekaligus sebagai bagian dari proses diskusi penyusunan buku
tentang penyelenggaraan Pilkada di era Pandemi Covid-19. Pilkada
yang diselenggarakan pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan di 270
daerah terdiri atas 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Pesta
demokrasi lima tahunan kali ini dijadwalkan semula pada bulan
September namun ditunda menjadi 9 Desember 2020 dikarenakan
adanya pandemi Covid-19.

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 terdapat
sebuah tantangan yang cukup berat bagi penyelenggara Pilkada
karena harus menjaga keberlangsungan pilkada tetap demokratis
dan berkualitas. Namun disisi lain harus menerapkan protokol
kesehatan yang ketat untuk menjaga kesehatan masyarakat dari
penyebaran virus Covid-19. Bukan hanya penyelenggara, kandidat
dan juga masyarakat juga merasakan dampak akibat Covid-19 ini,
kandidat yang berkompetisi dalam pilkada akan mengalami suasana
dan pengalaman yang baru dalam masa kampanye dengan
terbatasnya jumlah peserta kampanye yang ikut dalam proses
tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang
penting dalam pilkada karena kualitas pilkada dapat ditinjau dari
seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Dengan begitu,
pemerintah harus menjamin mekanisme pilkada di tengah Pandemi
Covid-19 tetap aman dengan terjaminnya panduan protokol
kesehatan.
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Pilkada tahun 2020 ini juga memiliki arti penting bagi negara
dalam memastikan hak demokrasi bagi masyarakat agar tetap
terjaga dan bisa memilih pemimpin yang berkualitas walaupun
diselenggarakan ditengah tantangan Pandemi Covid-19 dengan tidak
mengabaikan hak kesehatan masyarakat.

Akhirnya, semoga Call for Book Chapter menjadi Kkontribusi
FISIP Unila menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai
Pilkada di tengah pandemi dan kami mengucapkan terima kasih atas
semua yang berkontribusi menulis dan mengirimkan hasil
pemikirannya sehingga dapat dikompilasi dalam buku ini.
Terimakasih.

Bandarlampung, 5 November 2020

Dekan FISIP Universitas Lampung

Dra. Ida Nurhaida, M.Si
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Pengantar

Sejak pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di
Indonesia dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2005, Pilkada
serentak tahun 2020 ini merupakan Pilkada gelombang keempat.
Pilkada tahun 2020 akan diselenggarakan pada 270 daerah yang
terdiri atas 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Adapun, delapan
daerah di antaranya diselenggarakan di Provinsi Lampung, yaitu di
Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan,
Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur,
Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesarawan, dan Kabupaten
Pesisir Barat. Perhelatan demokrasi lima tahunan ini semula
dijadwalkan akan diselenggarakan pada bulan September 2020 akan
tetapi kemudian ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020
dikarenakan Pandemi Covid-19.

Rencana penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19
membuahkan kontroversi, perdebatan, dan pro-kontra yang
berkepanjangan. Wacana yang berkembang terbelah antara Pilkada
serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2020 atau ditunda sampai
tahun 2021. Masing-masing wacana memiliki argumentasinya
sendiri-sendiri, antara lain alasan keberlangsungan periodisasi
pemerintahan, kesehatan, keamanan, dan kualitas demokrasi.
Fenomena ini yang ingin kami potret sebagai kajian akademik dalam
berbagai perspektif melalui penulisan buku.

Oleh karena itu, untuk mengundang para penulis mengirimkan
artikel, Program Studi Magister lImu Pemerintahan, Fakultas IlImu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung menyelenggarakan
Webinar dengan tema yang sama seperti judul buku ini, pada
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tanggal 5 November 2020. Dengan demikian, hampir semua artikel
ditulis dan dikumpulkan pada periode sebelum hari pemungutan
suara Pilkada, 9 Desember 2020. Pada akhirnya terkumpul 19 artikel
yang ditulis oleh 28 penulis (20 laki-laki dan 8 perempuan), yang
berlatar belakang profesi sebagai akademisi, peneliti, dan mahasiswa
(S1, S2, S3). Adapun latar belakang keahlian akademik mereka
meliputi bidang ilmu: politik, pemerintahan, administrasi publik,
ekonomi, sosiologi, antropologi, dan filsafat. Mayoritas penulis
berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa Universitas Lampung (18
orang) dan selebihnya berasal dari dosen dan peniliti dari luar Unila.
Penulis dari luar Unila ini berasal dari Centre for Urban and Regional
Studies (CURS), Universitas Tanjung Pura (2 dosen), Universitas
Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Sekolah Tinggi
[Imu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta, Universitas 17 Agustus
Jakarta, Universitas Timor, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta.

Semua artikel yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke
dalam empat aspek kajian, yaitu bagian pertama tentang keamanan
dan sosial kemasyarakatan; bagian kedua, tentang partisipasi politik
dan kampanye; bagian ketiga, tentang peluang, tantangan dan
problematika teknis; serta bagian keempat, tentang covid-19 dan
isu-isu kontemporer. Pada bagian pertama buku ini, para penulis
memberikan analisis Pilkada dan Covid-19 dari isu keamanaan
dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, pada bagian kedua
menyoroti Pilkada di era Pandemi dari perspektif partisipasi politik
dan kampanye. Termasuk di dalamnya membahas soal representasi
perempuan dalam politik. Isu partisipasi dan keterwakilan
perempuan menjadi isu yang sangat penting dalam beberapa dekade
terakhir.

Adapun padabagian ketiga, para penulis menganalisis peluang,
tantangan dan problematika teknis Pilkada di masa Pandemi,
beragam isu ditulis dalam bagian ini utamanya ulasan dengan
melihat bencana non-alam, seperti halnya Covid-19 yang
menyebabkan bukan hanya ekonomi tetapi proses demokrasi bisa
juga terhambat. Sedangkan pada bagian akhir buku, para penulis
menyoroti isu-
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isu kontemporer terkait dengan Pilkada di era Pandemi, mulai
dari membincangkan soal hoax, oligarkisme politik, masalah
pemutakhiran data pemilu sampai pada analisis terkait isu
kontemporer partai politik dan sistem kepemiluan di Indonesia.

Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca buku ini dan
terima kasih kepada para editor Arizka Warganegara, Robi Cahyadi
Kurniawan, Ahmad Robi Ulzikri, Khairunnisa Maulida, dan Ulfa
Umayasari, serta semua pihak yang telah terlibat dalam proses
penyusunan dan penerbitan buku ini. Kritik dan saran kami
harapkan dari para pembaca demi perbaikan bagi penerbitan buku
berikutnya.

Bandar Lampung, 5 Desember 2020

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Pemeritahan FISIP Unila

Hertanto, Ph.D.
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Daftar Singkatan

Al : Artificial Intelegence.

ASN : Aparatur Sipil Negara

APD : Alat Pelindung Diri

APK : Alat Peraga Kampanye

BPS : Badan Pusat Statistik

Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu

Coklit : Pencocokan Dan Penelitian

Covid-19 : Corona Virus Disease 2019

Daring : Dalam Jaringan

DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR-RI :Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPS : Daftar Pemilih Sementara

DPT : Daftar Pemilih Tetap

DPTb : Daftar Pemilih Tambahan

DPW : Dewan Pimpinan Wilayah

FAFHH : Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax

HAM : Hak Asasi Manusia

IDEA : Institute for Democracy and Electoral Assistance
IFCN : International Fact Checking Network
Kowappi : Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia
KPU : Komisi Pemilihan Umum

KTP EL : Kartu Tanda Penduduk Elektronik

KPPS :Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

Medsos : Media Sosial

SARA : Suku, Agama, Ras, Antar Golongan.
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SARS : Severe Acute Respiratory Syndrome
SARS-CoV-2 :Syndrome Coronavirus-2

Satgas : Satuan Tugas

Silon : Sistem Informasi Pencalonan

SMS : Short Message Service

TPS : Tempat Pemilihan Suara

uu : Undang-Undang

uuD : Undang-Undang Dasar

Paslon : pasangan calon

PBB : Perserikatan Bangsa- Bangsa
PERPPU : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah

PKPU : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
WHO : World Health Organization
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Daftar Istilah

Alat Pelindung Diri : Alat yang digunakan untuk melindungi diri,
khususnya oleh tenaga medis, yang terdiri

dari pakaian hazmat, goggles, sarung tangan,
disposable, lapisan sepatu dan tutup wajah

Black campaign : Penggunaan metode rayuan yang merusak,
sindiran atau rumors vyang tersebar

mengenai sasaran kepada kandidat atau
calon kepada masyarakat agar menimbulkan
presepsi yang dianggap tidak etis terutama
dalam hal kebijakan publik

Calon Independen : Calon perseorangan dalam pilkada

Digital : Gambar dan grafis yang mendeskripsikan
dalam bentuk numeris melalui piranti

komputer

Disinfektan : Bahan kimia yang digunakan untuk
membasmi bakteri atau virus sumber
penyakit

Edukasi : Proses pembelajaran yang bertujuan untuk

mengembangkan potensi diri pada peserta
didik dan mewujudkan proses pembelajaran
yang baik
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Etnis

Hoax

Kampanye

New Normal

Pandem

Petahana

Politisasi

Post-Truth

Suatu golongan manusia yang anggota-
anggotanya mengidentifikasikan dirinya
dengan sesamanya, biasanya berdasarkan
garis keturunan yang dianggap sama

: Kabar, informasi, berita palsu atau bohong

: Sebuah tindakan dan usaha untuk bertujuan

mendapatkan pencapaian dukungan, usaha
kampanye bisa dilakukan oleh perorangan

atau sekelompok orang yang terorganisir
untuk melakukan pencapaian suatu proses
pengambilan keputusan didalam suatu
kelompok

: Istilah yang digunakan untuk menyebutkan

era kebiasaan baru di masa pandemi Covid-
19.

: Wabah yang berjangkit serempak diberbagai

tempat meliputi daerah geografi yang luas

: Pemegang suatu jabatan politik yang sedang

menjabat

: Hal yang membuat keadaan (perbuatan,

gagasan dan sebagainya) bersifat politis

: Gerakan dan tokoh populis yang gencar

berusaha menurunkan kepercayaan pada
arus media dan pengetahuan.
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Prosedur dan Problematika Pemutakhiran Data

Pada Pemilihan Umum

Oleh:
Handi Mulyaningsih*)
*) Dosen Prodi Sosiologi FISIP Unila

I. PENDAHULUAN
Daftar Pemilih Tetap (DPT), merupakan jantungnya pemilu

karena menentukan bekerjanya variabel lain dalam pemilu.
Berdasarkan jumlah DPT yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) akan ditentukan jumlah surat suara yang akan dicetak;
jumlah surat suara yang akan didistribusikan di setiap Tempat
Pemungutan Suara (TPS); juga untuk bahan pertanggungjawaban
pemungutan dan penghitungan suara. Pertanggungjawaban di dalam
pemilu itu antara lain: menghitung jumlah pemilih yang hadir di TPS
baik laki-laki dan perempuan berdasarkan DPT, jumlah pemilih
disabilitas yang hadir di TPS berdasarkan DPT, jumlah pemilih yang
hadir berdasarkan DPK, dan yang berdasarkan DPTb. Setelah itu,
pertanggungjawaban penggunaan surat suara yaitu jumlah surat
suara yang digunakan, jumlah surat suara yang digunakan tetapi
rusak atau keliru coblos, jumlah surat suara yang tersisa.

Daftar Pemilih Tetap menjadi salah satu kunci tercapainya
tujuan kualitas pemilu. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji variabel-
variabel yang berkontribusi dalam melihat kesesuaian antar
variabel-variabel. Pertama, data pemilih yang terdiri atas jumlah
DPT (laki-laki dan perempuan) + jumlah pemilih pindahan + jumlah
pemilih berdasarkan KTP EL (tidak ada di DPT). Variabel kedua
adalah jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih
berdasarkan DPT + jumlah pemilih pindahan yang hadir + jumlah
pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya berdasarkan KTP EL +
yang tidak hadir. Variabel ketiga adalah jumlah surat suara yang
dipergunakan (termasuk surat suara yang rusak dan keliru coblos) +
surat suara tersisa. Suara termasuk suara yang rusak. Keempat
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variabel tersebut yaitu variabel 1, 2, 3, dan 4 harus dapat
dipertanggungjawabkan. Adapun rumus pertanggungjawabannya
adalah variabel 1 = variabel 2 = variabel 3 = variabel 4 (jumlah suara
peserta pemilu + jumlah suara rusak).

Variabel 1 adalah kunci bagi variabel 2, dimana jumlahvariabel
2 tidak boleh melebihi variabel 1. Apabila terjadi hal yang demikian
itu berarti ada penambahan pemilih pindahan dan pemilih yang
menggunakan KTP karena tidak ada di DPT. Kondisi ini harus dicatat
secara rinci sesuai KTP El yang dimiliki. Dicatat Nama lengkat, NIK,
tempat tanggal lahir, alamat, ada status, jenis kelamin. Apabila tidak
ada penambahan pemilih pindahan atau pemilih yang menggunakan
KTP-El, maka harus ada koreksi agar kejujuran tetap menjadi asas
yang tercermin di dalam pemungutan dan penghitungan suara.
Apabila ada kesengajaan, maka asas pemilu terciderai. Selanjutnya
jumlah variabel 2 ini harus sama dengan jumlah variabel 3 dan sama
dengan variabel 4. Apabila variabel 3 melebihi variabel 2 maka patut
diduga ada persoalan. Apalagi bila variabel 4 melebihi variabel 2
maka dikategorikan ada penggelembungan suara, yang harus
dikoreksi.

II. KAJIAN PUSTAKA

Proses Penyusunan Daftar PemilihTetap
Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diatur di dalam

sebagaimana UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Proses pemutahiran data
dilakukan untuk memastikan agar semua warga yang memenuhi
syarat sebagai pemilih terdaftar di DPT, sebaliknya tidak ada warga
yang tidak memenuhi syarat sevagai pemilih ada di dalam DPT.
Karena, untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara
Indonesia harus terdaftar diDPT.
Ada persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam Undang-
Undang untuk dapat didaftar sebagai Pemilih:
1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suarasudah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernahkawin.
2) Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan KTP
Elektronik
3) Tidak sedang menjadi anggotaTNI/POLRI
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4) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal maka
pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya
yang sesuai KTP Elektronik

5) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
6) Tidak tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
memiliki KTP Elektronik.

7) Didaftar satu kali penggunaan KTP Elektronik dalam memilih itu
dikhususkan pada pemilih yang belum terdaftar di DPT. Hal ini
perlu dipahami, pengaturan ini untuk menjaga agar asas bahwa
setiap orang dicatat satu kali itu bisa dijaga. Juga agar terhindar
dari pidana baik yang tercatat maupun yang mencatat. Juga agar
ada kepastian hukum jumlah pemilih dan jumlah surat suara
yangdisediakan.

Pemahaman seperti ini penting agar pemilu terjaga kualitasnya
karena data pemilih berkualitas, valid, dan mutahir merupakan
bagian dari perwujudan sistem pemilihan yang bersifat langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kualitas data pemilih juga
menunjukkan integritas penyelenggara pemilu dan jajarannya mulai
dari KPU Ri hingga PPDP. Tanpa integritas, maka jantungnya pemilu
tidak akan bekerja maksimal dan terus menuai masalah hingga
pemilu selesai di ujung gugatan dan putusan Mahkmah Konstitusi
(Izzaty & Nugrahaih, 2019).

Untuk memperoleh DPT yang berkualitas, prosedur sebagai
berikut harus dipatuhi:

1. Dimulai dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) di
tiap TPS yang dilakukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih
(PPDP).

2. Hasil coklit yang dilakukan oleh PPDP itu kemudian dilakukan
proses editing oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Editing ini
untuk mengkoreksi kemungkinan adanya kegandaan pencatatan
pemilih antar TPS; apabila ada ketidaklengkapan pencatatan NIK,
NKK, Alamat, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, kesalahan
penulisan status perkawinan, kesalahan pencatatan status
TNI/Polri, memasukkan warga yang belum terdaftar, mencoret
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yang sudah meninggal dunia. Proses pengecekan dan perbaikan
data pemilih, serta rekapitulasi data pemilih per TPS dilakukan
di dalam forum pleno PPS. Pleno dilakukan secara terbuka
melibatkan panwas tingkat desa, saksi partai politik (atau saksi
calon kepala daerah). Dalam pleno, dilakukan koreksi apabila
ada kesalahan.

3. Berdasarkan hasil pleno PPS, dilaporkan ke PPK. Selanjutnya, PPK
melakukan pleno rekapitulasi data pemilih dari PPS. Pleno
bersifat terbuka dengan mengundang Panwas Kecamatan, saksi
peserta pemilu, pemantau jika ada. Di dalam pleno PPK, dilakukan
pencermatan kegandaan data pemilih antar desa/kelurahan.
Apabila ada kesalahan maka dilakukan koreksi dalam forum pleno.
Pleno terbuka ini juga mengakomodir apabila ada warga yang
belum terdaftar, dan yang sudah di daftar namun meninggal
dunia, berubah status, serta koreksi-koreksi lain.

4, Hasil pleno data pemilih yang sudah diplenokan di tingkat
kecamatan, diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan
rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, Di dalam pleno
rekapitulasi secara terbuka, dipastikan tidak ada kegandaan
pemilih antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, tidak
ada kesalahan NIK, NKK, Alamat, tempat dan tanggal lahir, status,
jenis kelamin, tidak ada yang sudah meninggal dunia.

5. Hasil pleno di tingkat kabupaten/kota menghasilkan Daftar
Pemilih Sementara, yang akan diumumkan di tiap TPS agar
masyarakat dapat mencermasi. Apabila ada kesalahan penulisan
nama, NKK, NIK, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, status
TNI/Polri, ada yang belum terdaftar, sudah meninggal dunia,
kesalahan domisili, belum 17 tahun dan belum menikah, status
disabilitas, maka dilaporkan ke PPS. Masyarakat melaporkan
apabila ada pemilih yang belum ada di dalam DPS, yang
meninggal dunia tetapi ada di DPS, yang sudahpindah domisili,
yang ada perubahan status dari TNI/Polri dan sebaliknya,
kegandaan. Kemungkinan orang meninggal dunia ada di dalam
DPS itu disebabkan jarak waktu coklit dan pleno berjenjang
hingga penetapan DPS. Hal saat yang sama terjadi pada data
status, dan domisili. Data status perkawinan bisa berubah karena

antara pada saat coklit belum menikah, namun pada saat pleno
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DPS sudah menikah. Demikian juga untuk perubahan status
TNI/POLRI, pindah domisili, baru mendapatkan KTP. Data
pemilih adalah data yang dinamis, sehingga perubahan-
perubahan sangat mungkin terjadi, bisa berkurang, bisa
bertambah. Problematikanya (Aminah, 2015), kesadaran
penduduk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa
kependudukan tergolong rendah, karena faktor kondisi sosial-
ekonomi, belum efektifnya sosialisasi dan mengurus dokumen
kependudukan hanya ketika ada kepentingan yang berkaitan
dengan kependudukan. Saran vyang diajukan adalah: (1)
Peningkatan kesadaran penduduk diiringi dengan pemberian
kemudahan (insentif) terutama bagi penduduk dengan akses
rendah karena status sosial ekonomi dan jarak yang jauh dari
kantor desa/kelurahan/kecamatan. (2) Peningkatan peran
RT/RW/Kepala Dusun dan Ketua Lingkungan diiringi dengan
pemberian insentif bagi yang berprestasi dalam menertibkan
administrasi kependudukan dilingkungannya.

6. Hasil pengumuman DPS akan menjadi koreksi DPS menjadi
DPSHP lalu menjadi DPT, yang akan diumumkan agar diketahui
masyarakat. Semua proses tersebut dilakukan melalui pleno
terbuka sesuai dengan jadwal dantahapan.

III. PEMBAHASAN
Dalam proses pemutahiran data, ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan:

Ketidakjelasan Konsep Perkawinan.
Di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
ditegaskan bahwa usia perkawinan laki-laki dan perempuan minimal
19 tahun, dari yang semula diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974
bahwa usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16
tahun. Sedangkan syarat sah perkawinan yang diatur dalam UU
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 (1), Perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya (2) Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
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berlaku.

Oleh karena itu muncul problematik terkait dengan
pernikahan siri yang dilakukan terhadap pasangan yang usianya di
bawah usia 17 tahun. Secara usia pernikahan belum memenuhi
syarat. Secara usia pemilih juga belum memenuhi syarat. Dalam
pemutakhiran data pemilih, kasus ini sering ditemukan. Apakah akan
didata seseorang yang usianya belum 17 tahun, namun sudah
menikah tetapi menikah siri.

Dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan disebut dengan pencatatan perkawinan dengan
berbagai tata caranya, yaitu “(1) Perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan Kkepercayaan
itu, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas dalam
KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 (1) yang menyebutkan, “Agar
terjamin Kketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap
perkawinan harus dicatat.” Begitu juga dalam Pasal 6 (2) ditegaskan
bahwa “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai
pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Dengan demikian seseorang yang melakukan pernikahan siri
di bawah usial7 tahun, tidak dicatat di DPT, bukan karena
pernikahan sirinya tetapi karena usianya belum memenuhi syarat
sebagai pemilih. Sedangkan yang usianya 17 tahun pas pada saat hari
pemungutan suara pada saat sebelum pemungutan suara KTP
Elektronik belum keluar.

Problem Kepemilikan KTP Elektronik
Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan

bahwa sejak Desember 2018, semua pemilih wajib ber KTP
Elektronik. Artinya, DPT Pemilu serentak 2019 hanya pemilih yang
sudah memiliki KTP Elektronik. Sehingga muncul problem terhadap
yang tidak memiliki KTP Elektronik. Sebagai gambaran, data Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil per Agustus 2017),
mencatat jumlah penduduk Lampung sebesar 9.733.021 yang Wajib

KTP-el sebesar 7.239.629; Sudah Perekaman 5.602.065 (77,4%);
Sudah KTP-el sejumlah 5.035.081 (89,9%); Belum Cetak 566.984
(10,1%) ; Belum Perekaman 1.637. 564 (22,6%). Berdasarkan data
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tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana KPU harus
bersikap terhadap 566.984 warga yang sudah perekaman tetapi KTP
El belum tercetak; dan yang belum perekaman?

Dari jumlah penduduk Lampung tersebut, KPU Lampung
menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
berjumlah 7.206.982. Setelah melalui sinkronisasi dengan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir (DPT Pilgub 2014, DPT Pilkada
Tanggamus, Lampung Utara tahun 2013 ditemukan data pemilih
6.272.300. Sebanyak 6.272.300 data pemilih ini dilakukan coklit
(pencocokan dan penelitian) oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih) di 15 kabupaten/kota. Setelah dicoklit, hasilnya menjadi
5.919.411 dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara). Namun, terjadi
penurunan jumlah total daftar pemilih tetap (DPT) di 15 kabupaten/
kota untuk Pemilihan Gubernur Lampung tahun ini dibandingkan
dengan daftar pemilih sementara (DPS). Hasil rapat pleno penetapan
jumlah pemilih tetap untuk penyelenggaraan Pilgub Lampung pada
KPU 15 kabupaten/kota di Lampung terjadi penurunan jumlah DPT
sebesar 5.768.253 jiwa pemilih. Sedangkan, dalam DPS tercatat
sebesar 5.919.411 jiwa pemilih. Terhitung sebanyak 242.323 pemilih
pada Pilgub Lampung belum melakukan perekaman e-KTP ini
terancam kehilangan hal pilih karena tidak memiliki KTP Elektronik
(KPU Provinsi Lampung, 2018).

Pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun setelah DPT
ditetapkan tanggal 5 September 2018, belum bisa mendapatkan e-
KTP karena aturan di UU Administrasi Kependudukan menyatakan
bahwa KTP baru bisa diberikan kepada penduduk yang berusia 17
tahun. Mengacu ketentuan Pasal 348 ayat 1 Undang-Undang nomor
7 tahun 2017 tentang Pemilu, pemilih harus menggunakan e-KTP
saat hari pemungutan suara. Sementara itu, masih ada persoalan
data pemilih lainnya, seperti warga negara yang sudah berusia 17
tahun tetapi belum memiliki e-KTP. Penduduk kategori ini tidak bisa
menggunakan suket sebagai pengganti e-KTP karena belum
melakukan proses pengumpulan administrasi dokumen
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kependudukan. Penduduk yang belum mendapatkan e-KTP
tersebut, misalnya, masyarakat miskin kota yang tinggal di atas
tanah negara, atau kelompok suku tertentu yang tinggal di hutan-
hutan yang tak memungkinkan untuk dibuatkan dokumen
kependudukan (Kompas.com, 2019).

Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan
pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih
berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat.
Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. Namun, UU
Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk
mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca
pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum
mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah
Pemilihan Umum 2019 (Kompas.com, 2018). Kondisi ini berkontribusi
pada 'pincang’ pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca
pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi
pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari
pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga
harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga
negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk
mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif,
komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan,
aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan
berkelanjutan (Subkhi, 2019). Pasaribu (2018) menyatakan perlu
regulasi antara teknis pendataan pemilih dengan kependudukan,
memelihara data base pemilih secara berkelanjutan dan integrasi
data base pemilih dengan data administrasi kependudukan.

Problem Pendataan Pemilih
a. Syarat kepemilikan KTP Elektronik dalam pendaftaran pemilih

sebenarnya memudahkan KPU dalam mendata pemilih. Problem
perbatasan. Dalam hal masih ada problem perbatasan atau
ketidakjelasan batas wilayah maka KTP Elektronik menjadi
ukuran seseorang didata dan dimasukkan ke dalam suatu daerah
pemilihan. Termasuk kasus orang yang berdomisili disuatu
daerah pemilihan namun KTP Elektroniknya di daerah pemilihan
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lain, maka akan dicatat di daerah pemilihan sesuai dengan KTP
Elektroniknya.

b. Persoalan muncul apabila terdapat warga yang jelas-jelas
berdomisili di suatu wilayah namun tidak memiliki KTP
Elektronik. Dalam hal ini apakah warga didata atau tidak didata.
Bila didata, bukankah tidak memenuhi persyaratan kepemilikan
KTP EL Bila tidak didata, bukankah domisilinya memang di
tempat itu dan semua orang di sekitarnya mengakui hal tersebut.
Kasus ini sering terjadi pada orang yang sudah tua pedesaan,
dengan kondisi kemiskinan, serta pemilih pemula dengan usia 17
tahun. Alasan mereka tidak memiliki KTP El, karena tidak
membutuhkan.

c. Persoalan juga mucul, ada nama di data pemilih, namun ketika
dicoklit tidak jelas dimana orangnya dan domisilinya. Apakah
yang demikian akan dimasukkan di dalam daftar pemilih? Apabila
kasusnya seperti ini maka tidak akan dimasukkan di DPT. Namun
apabila ada KTP El tetapi pemilik KTP El sedang di kota lain, atau
di negara lain, sudah lama tidak pulang, namun KTP El masih di
tempat asal. Maka didaftar sebagai pemilih. Tetapi bagaimana
yang tidak memiliki KTP EL namun realitasnya tinggal di suatu
pemukiman, seperti Suku Anak Dalam atau suku Kubu, suku
Buduy, suku Dayak, suku Tengger? Selama ini tidak didaftar
regulasinya didaftar karena basis pendaftaran adalah KTP El
(Hertanto, dkk, 2020). Pada saat pemutahiran data juga harus
jelas dengan yang dimaksud dengan tidak sedang terganggu
jiwa/ingatannya.

Apakah orang tua yang pikun itu termasuk kategori terganggu
jiwa/ingatan, sehingga tidak didata? Apalagi tidak memiliki KTP EI?
Atau bagaimana kalau memiliki KTP El, atau bukan KTP El? Hal Ini
juga problem lapangan yang menyulitkan petugas pendaftaran.
Apakah disabilitas mental itu termasuk ketegori orang yang
teranggu jiwa/ingatannya? Di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015), masih mengatur
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ketentuan pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 yang
menyatakan bahwa “Pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang
tergganggu jiwa/ingatannya”. Ketentuan ini menyinggung mereka
yang diasbilitas mental, apakah tidak dapat memilih?

Ketentuan yang ada di pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8
Tahun 2015 kemudian diajukan yudicial review ke Mahkamah
Konstitusi (MK) dalam kaitannya dengan UUD NKRI 1945 pasal 28D
ayat (1). Hasilnya, pada tanggal 27 September 2016, MK
mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 terhadap
permohonan itu. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 57
ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak
dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan
ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa
telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam
pemilihan umum?”.

Putusan MK ini sangat mendasar baik dari sisi normatif
maupun sosiologis. Karena disbilitas mental memang selama ini
dipersesikan mengalami gangguan jiwa/ingatan sebagai kondisi
“gila, atau sakit jiwa yang sifatnya permanen. Persepsi ini perlu
diluruskan. Berdasarkan pasal 73 UU No. 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa dan Pasal 150 UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, untuk menguji Kkejiwaan seseorang diperlukan
pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan spesialis kedokteran
jiwa. Bila tidak, maka bermakna diskriminatif dan tidak adil terhadap
disabilitas. Hal ini merupakan pelanggarankonstitusional.

Oleh karena itu Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015
bertentangan dengan prinsip pemilihan umum yang dianut dalam
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, sekaligus juga bertentangan prinsip
pengakuan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945. Karena kondisi gangguan jiwa atau ingatan tidak dalam kondisi
yang seragam dan permanen. Oleh karena itu, pemenuhan hak-
haknya pada saat pendaftaran pemilih atau pada saat menggunakan
hak memilihnya dalam pemilihan umum wajib diberikan.

Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015, MK menyatakan
bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a hanya mengatur aspek administrasi
dalam pelaksanaan Pilkada. Pasal itu tidak mengganggu hak memilih
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warga negara, terutama warga negara yang mengalami gangguan
jiwa atau ingatan. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa dalam
memahami Pasal 57 ayat (3) hurufa UU No. 8 Tahun 2015, perlujuga
memperhatikan ayat lain dalam Pasal 57, terutama ayat (4). Pasal 57
ayat (4) mengatur, “Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar
dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3),
yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.”
Ketentuan itu ditafsirkan oleh MK bahwa para calon pemilih yang
tidak memenuhi syarat pada Pasal 57 ayat (3) baik karena alasan
sedang terganggu jiwa atau ingatannya maupun karena sedang
dicabut hak pilihnya tetap dapat mengikuti pemilihan umum dengan
berdasar pada ketentuan pada Pasal 57 ayat (2).

Seorang Pemilih Hanya Didaftar Satu Kali
Ketentuan ini seolah mudah direalisasikan dalam pencatatan

pemilih. Namun dalam realitasnya muncul persoalan yang

mengakibatkan seseorang tercatat lebih dari satu kali.

a. Apabila warga memiliki rumah lebih dari 1 (satu) maka bisa jadi
didaftar lebih dari satu oleh PPDP, sesuai dengan kepemilikan
rumah, apalagi alamat rumahnya berbeda desa, kecamatan,
kabupaten, dan provinsi. Meskipun regulasinya mengatur apabila
domisilinya lebih dari satu maka didaftar sebagai pemilih di
domisili sesuai alamat yang di KTP El. Meskipun demikian,
pencatatan lebih dari satu itu dapat terjadi karena PPDP
mengenal warga tersebut sebagai warga di wilayah dimana
PPDP bertugas. Bisa jadi karena sudah pindah namun belum
mengganti KTP El; mengganti KTP El namun tidak mencabut
di tampat lama;atau memang memiliki KTP El ganda.

b. Kasus istri tinggal di rumah suami dan sebaliknya juga banyak
terjadi dan berpotensi mengakibatkan pendaftaran ganda. Kasus
ini banyak terjadi di awal pernikahan atau sesudah menikah
langsung pindah rumah tetapi tidak disertai dengan pindah
domisili ke desa lain, kecamatan dan kabupaten atau provinsi lain
tanpa perubahan KTP Elektronik. Kondisi ini berpeluang dicatat
2 kali.

c. Kasus kost atau kontrak rumah karena sekolah atau bekerja di

PILKADA DIMASAPANDEMI: 29
Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif




kota lain karena kost atau kontrak rumah, berkemungkinan
didata dua kali yaitu di tempat kost/kontrakan dan domisili awal.

d. Kasus suami memiliki istri lebih dari satu. Maka akan menyalahi
aturan apabila suami tersebut dicoklit lebih dari satu. Selain itu,
apabila domisilinya lebih dari satu maka harus dipastikan domisili
yang mana yang akan dimasukkan di dalam DPT.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka wajar apabila ada pemilih
terdaftar lebih dari satu kali. Faktornya bisa disebabkan adanya
problem sosial terkait mobilitas kependudukan, problem
administrasi kependudukan. Dengan kata lain, problem kegandaan
pemilih itu tidak mutlak kesalahan petugas pendaftaran apalagi
kesalahan yang disengaja. Peran setiap stakeholder dalam
pemutakhiran data pemilih ini sangat penting agar tidak ada
kesalahan-kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih tetap
(Wibowo dkk, 2019). Memang, masih banyak problem dalam
pemutahiran data pemilih, seperti yang terjadi di Luwu Utara
(Suparto dkk, 2013) yang seharusnya terdaftar sebagai pemilih pada
pemilihan, tidak mendapat surat panggilan untuk melakukan
pemilihan, dan sebaliknya banyaknya surat panggilan yang ditujukan
pada orang-orang yang keberadaannya dalam suatu daerah tidak
diketahui oleh masyarakat setempat, sehingga surat panggilan
tersebut tinggalah menumpuk dan tak dipergunakan. Sumber daya
manusia (SDM), loyalitas anggota PPDP dan staf serta kerjasama
selaku faktor pendukung dan adapun sebagai faktor penghambat
yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Kurangnya
Partisipasi Masyarakat, Anggaran, dan Luaswilayah.

Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
Coklit merupakan bagian terpenting dari pemutahiran data

pemilih. Coklit itu untuk memastikan seseorang tercatat di dalam
TPS atau tidak; apakah 9 (sembilan) elemen data di DPT benar atau
salah dan sesuai dengan kondisi pada saat pemilihan sedang
berlangsung. Coklit dilakukan oleh PPDP. Coklit dilakukan di wilayah
kerja PPDP yaitu TPS dimana PPDP berdomilisi. Setiap PPDP akan
mencoklit 400 orang. Setiap TPS berisi sejumlah pemilih yang telah
disusun sebelum coklit. Memasukkan pemilih di dalam TPS itu harus
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memperhatikan:

a. Tidak menggabungkan pemilih dari kelurahan/desa atau nama
lain yang berbeda, pada TPS yangsama;

b. Tidak memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama
lain, pada TPS yangberbeda;

c. Tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang
berbeda; d. MemudahkanPemilih;

d. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS memerhatikan tenggang

waktu pemungutan suara. Oleh karena jumlah pemilih dalam satu
TPS bervariasi tergantung kondisi seperti tersebut di atas.
Sebagai contoh di Mesuji, ada TPS di desa Talang Batu kecamatan
Mesuji Timur, jumlah pemilihnya 30 orang, karena TPS itu di
pinggir hutan, 30 km dari desa induk.

Setelah dilakukan penataan TPS dengan pemilihnya, dilakukan
coklit. Coklit merupakan kegiatan mencocokkan data pemilih yang
telah dipetakan di suatu TPS untuk dicocokan dengan kondisi
pemilih padasaat coklit dilakukan. Misalnya ada yang sudah
meninggal dunia, pindah domisili, perubahan status dari TNI/Polri
menjadi pensiun dan sebaliknya, status pernikahan, dan menjadi
pemilih pemula karena usia 17 tahun. Jadi data pemilih dimutahirkan,
apabila ada yang tidak memenuhi syarat dilakukan pencoretan;
apabila ada yang baru memenuhi syarat dimasukkan sebagai
pemilih; apabila ada kesalahan nama, tanggal lahir, NIK, NKK, alamat,
jenis kelamin, status disabilitas, status perkawinan. dilakukan
koreksi.

Dalam pencocokan dan penelitian, PPDP melakukan kegiatan
dengan cara:

a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum
terdaftar dalam daftarpemilih.

Memperbaiki data pemilih jika terdapatkesalahan;

Mencoret Pemilih yang telahmeninggal;

Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil

© oo o

menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mencoret Pemilih yang
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belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum
kawin/menikah pada hari pemungutan suara;

f. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada
keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga,
tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau
nama lain;

g. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

h. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom
jenis disabilitas; dan

i. Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan
bukan merupakan penduduk pada daerah yang
menyelenggarakan pemilihan.

Petugas Coklit atau PPDP melakukan coklit di wilayah
kerjanya, yaitu di TPS dimana PPDP bertugas. Biasanya seorang
PPDP adalah ketua RT setempat atau yang dianggap paham daerah
dan warga yang akan dicoklit. Hal ini untuk menghindari ada warga
baru yang belum mengurus surat pindah, warga dari daerah lain
yang tinggal menumpang di rumah warga. Sebagai early warning
system sebelum PPDP memastikannya pada saat dilakukan coKklit.

Berdasarkan data pemilih, PPDP berkeliling dari rumah ke
rumah (door to door). Dalam mencoklit, PPDP mengecek dan

mencocokkan kembali data yang ada yaitu mengecek nama lengkap
sesuai KTP E], bila tidak sesuai maka diperbaiki datanya. Selain nama
juga di cek nomor Kartu Keluarga, nomor KTP El yang ada di daftar
pemilih dengan yang ada di KK dan KTP El. Ada 16 digit NIK dan NKK
yang harus dicek dan dituliskan kembali apabila ada ketidak
lengkapan, kesalahan. Pengecekan NIK dan NKK ini, mengkoreksi,
melengkapi sehingga menjadi sama seperti di Kartu Keluarga dan
KTP El sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang
mengakibatkan kegandaan dengan pemilih lain. Pemutahiran data
tempat harus dilakukan agar pemilih terdata sesuai alamatnya. Hal
ini sesuai dengan prinsip pemilih memberikan pilihannya sesuai
domisili yang sesuai dengan KTP ElL Sehingga memudahkan pemilih
untuk askses terhadap TPS. Apalagi bila alamat pemilih disabilitas,
menjadi sangat penting agar tidak didata pada TPS yang jauh dari
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domisilinya.

Oleh karena itu PPDP selain bekerja secara profesional namun
harus sensitif terhadap disabilitas dan pemilih yang sudah tua.
Untuk memastikan bahwa pemilih memenuhi syarat secara usia,
maka data tanggal lahir, bulan, tahun, harus valid. Namun perlu
diingat bahwa bila ada yang usianya belum 17 tahun masuk didaftar
PPDP ke dalam DPT untuk tidak terburu dikatakan terjadi kesalahan
karena kelalaian atau kesengajaan PPDP. Sehingga yang
bersangkutan dikeluarkan dari DPT. Perlu dilakukan verifikasi,
kemungkinan yang bersangkutan sudah menikah. Karena yang
sudah menikah walau belum 17 tahun memenuhi syarat didata
sebagai pemilih. Apabila ada kesalahan data jenis kelamin juga perlu
dikoreksi. Sangat penting untuk memperhatikan pada saat coklit
disabilitas. Diperlukan detail disabilitasnya apakah tuna netra, tuna
grahita, tuna rungu, tuna wicara, dan disabilitas lainnya. Semua ini
penting terkait pemenuhan hak pilih disabilitas. Karena
kekhususannya maka diperlukan pelayanan yang berbeda untuk
menjaga aksesibilitasnya. Semua komponen tersebut harus benar
dan lengkap. Pada saat mencoklit, PPDP memperhatikan anggota
keluarga yang ada di Kartu Keluarga. PPDP harus menanyakan
keberadaan semua anggota keluarga barangkali ada yang meninggal
dunia, pindah, perubahan status, dan baru 17 tahun.

Apabila ada yang meninggal dunia maka diberi keterangan
meninggal dunia. Apabila ada pemilih baru (pemula) maka
ditambahkan namanya, lengkap dengan elemen datalainnya. Apabila
ada yang pindah domisili maka harus ditanyakan pindahnya kemana,
apakah masih satu RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi.
Semuanya secara lengkap dicatat dalam kolom keterangan.Tugas
PPDP dalam melakukan coklit merupakan tugas yang tidak mudabh,
karena menuntut Kketelitian dalam mencatat. Tulisannya harus
benar, jelas dan lengkap agar setelah coklit selesai hasilnya akurat
dan dapat dibaca oleh PPS. Misalnya menuliskan NIK KTP Elektronik
sebanyak 16 digittidak boleh salah karena dampaknya membuat data
pemilih tidak akurat. Menuliskan nama tidak boleh nama panggilan
saja tetapi nama lengkap seperti yang ada di KTP Elektronik.

Dalam hal ini, banyak kasus dimana nama pemilih dituliskan
tidak lengkap, hanya nama panggilan saja, bahkan dituliskan
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misalnya “pak Yoso” dan “bu Yoso” karena suami istri. Padahal nama
istrinya misalnya Aminah, maka seharusnya ditulis Aminah sesuai
yang di KTP Elektronik, tidak boleh salah satu digit sekalipun
misalnya menjadi Amynah, atau Amnah. Karena bisa jadi nama itu
adalah nama orang lain. Atau nama orang yang sama, sehingga
mengakibatkan kegandaan padahal aslinya hanya satuorang.

Kesalahan penulisan alamat serta elemen data lain juga akan
mengakibatkan kegandaan membuat data tidak akurat dan
mengakibatkan kegandaan. Padahal regulasinya hanya boleh di data
sekali. Kalau ditulis berkali-kali maka dampaknya akan besar sekali,
diantaranya jumlah surat suara yang dicetak tidak sesuai. Ketidak
telitian dalam mencatat tersebut bisa terjadi karena tantangan PPDP
dalam melakukan coklit sangat luar biasa. Selain tantangan alam,
waktu, biaya, karakter pemilih yang dicoklit juga merupakan faktor
yang mempengaruhi ketelitian dalam bekerja. Tantangan alam
misalnya geografi yang bergunung dan berbukit, bersungai, musim
penghujan, banjir, jalan jelek berbatu, licin, tidak dapat dilalui
kendaraan, dan sebagainya. Banyak pemilih yang bekerja pagi hingga
sore sehingga hanya bisa ditemui malam hari, ada yang bekerja di
tempat lain sehingga rumahnya kosong.

Di perkotaan, tantangan bukan pada geografis. Namun pada
mobilitas pemilih, sehingga ketika PPDP datang, pemlih tak ada di
tempat. Apalagi honor PPD hanya 400 ribu untuk semua pemilih
(400 orang) yang akan dicoklit di wilayah kerjanya. Di perkotaan,
berkeliling satu RT mungkin cepat. Meskipun demikian datang dari
rumah ke rumah belum tentu bisa selesai sehari. Ada tetangganya
yang ketika PPDP mau mencoklit sedang tidak di rumah sehingga
harus didatangi lagi di lain waktu. Kalau di pedesaan kondisinya
berbeda, rumahnya berjauhan antara yang satu dengan lainnya, jalan
rusak, berbukit.

Catatan KPU Provinsi Lampung dalam rapat koordinasi divisi
data pemilih (KPU Lampung, 2018) dalam mencoklit: ada pemilih
yang tidak mau dicoklit, pemilih yang sudah pindah tetapi KTP dan
KK masih di daerah asal, tidak punya KTP dan KK, pemilih dengan
istri lebih dari 1 dengan KK masing-masing, pemilih yang KTP El
tidak sesuai dengan domisili karena pemekaran wilayah, pemilih
baru menikah membua tKK baru tetapi KTP istri masih di tempat
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asal, pemilih susah ditemui, pemilih sudah melakukan perekaman

tetapi tidak keluar KTP atau suket.

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota

se Provinsi Lampung menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019,

ditemukan realitas bahwa proses pemutahiran data pemilih

bukanlah proses yang sederhana namun sangat komplek:

1. Persepsi dan perilaku masyarakat bahwa pemutahiran data
dianggap tidak pernah serius. Karena, data pemilih yang di
turunkan untuk dicoklit selalu terdapat data pemilih yang sudah
pernah dicoret karena meninggal dunia pada pemilu atau pilkada
yang sebelumnya namun muncul lagi pada pemilu atau pilkada
yang lain. Juga selalu muncul data pemilih yang tidak dikenal
(siluman), dan kegandaan. Sebenarnya, data penduduk yang
meninggal itu baru dihapus apabila masyarakat pro aktif
melaporkan secara tertulis yang meninggal dunia. Sepanjang
tidak dilaporkan sesuai prosedur, data yang seharusnya
dihapus/ dihilangkan masih ada dalam data base
kependudukan.

2. Anggapan pemutahiran data itu tugasnya KPU dan pemerintah.
Sehingga partisipasi masyarakat pada pemutahiran data sering

diabaikan. Sebagai gambaran Daftar Pemilih Sementara (DPS)
yang ditempel di tempat-tempat strategis untuk di cek
kemungkinan ada pemilih yang belum masuk di DPS, tidak
dicermati oleh masyarakat. Namun setelah menjelang hari H
namanya tidak ada di DPT baru mempersoalkan dan meminta
namanya masuk di DPT. Seharusnya masyarakat berpartisipasi
dalam mencermati pengumuman DPS dan DPSHP, serta
melaporkannya apabila namanya tidak masuk di DPS dan DPSHP,
serta melaporkan apabila ada kesalahan penulisan nama, NKK,
NIK, alamat, tempat tanggal lahir, status perkawinan, enis
kelamin, serta salah penempatan TPS, terpisah TPS diantara
keluarga.

3. Ternyata, keterangan alamat di KTP-El ada yang tidak lengkap
dengan RT/RW. Kondisi ini berdampak dalam pemetaan TPS,
dimana terpisah suami dengan istri serta anggota keuarga lain
diTPS.

4. Terdapat seseorang yang memiliki KTP-El tetapi NIK yang
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10.

11.

bersangkutan tidak ada di DP4. Atau, NIK yang tercantum di KTP-
El berbeda dengan di DP4. Ditemukan, 1 (satu) NIK digunakan
oleh beberapa orang. Hal ini berakibat pada  kegandaan.
Ditemukan seseorang memiliki NIK lebih dari 1 (satu) dan lintas
kabupaten. Kasus ini banyak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS). Tentu saja, karena lintas kabupaten, sehingga KPU sulit
untuk melakukan pencoretan.

Dalam proses coklit, PPDP menemukan banyaknya data pemilih
di DP4 yang tidak sesuai dengan TPS, sehingga PPDP kesulitan
dalam proses coklit.

Masih terdapat data pemilih yang bermasalah (NIK invalid, belum
punya NIK dan tidak memilikiidentitas.

Adanya pemekaran kecamatan, pemekaran desa/kelurahan dan
penambahan jumlah TPS dalam desa/kelurahan, sehingga PPS
kesulitan dalam melak ukan pemetaan TPS (pemetaan ulang mata
pilih).

Pemilih di Lembaga Pemasyarakatan tidak punya NIK dan NKK
Pemilih di daerah perbatasan antar kabupaten memiliki 2
identitas. Seperti di perbatasan kabu tapal batas. Seperti tapal
batas Mesuji dengan Tulang Bawang di Minak Jebi, Kuala Mesuji
dan Teluk Gedung. Ada Warga yang belum ber KTP El, ber KTP El
Mesuji, ber KTP El Tulang Bawang.

Syarat untuk terdaftar sebagai pemilih adalah memiliki KTP El
atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil. Namun perekaman KTP El belum mencapai 100%,
sementara Surat Keterangan pengganti KTP El yang dikeluarkan
oleh Disduk Capil hanya berlaku selama 6 bulan. Sedangkan bagi
warga masyarakat yang akan melakukan perekaman e-KTP sering
terkendala beberapa alat perekaman yang rusak, sehingga harus
melakukan perekaman di Kecamatan lain yang jauh jarak
tempuhnya.

Kesulitan mendata warga di perumahan elite, terkesan selalu
tertutup rumahnya, pagar tinggi. Apalagi mau masuk ke
perumahan harus berhadapan dengan satpam, diminta
identitasnya, diminta alasan bertemu dengan siapa. Kondisi ini
menjadi penghambat bagi PPDP dalam mencoklit.
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Dalam kondisi dimana PPDP mengalami hambatan sosial,
psikologis, hukum, hasil penelitian Hasil Penelitian Muhammad
Husni Thamrin, dkk (2018) menunjukkan bahwa faktor akurasi DPT,
SDM Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan regulasi yang
cenderung konsisten tanpa melihat faktor lainnya,  seperti
pencoretan DPT dengan jumlah yang sangat besar.Hasil penelitian
Werizal dkk (2018) menunjukkan PPDP sudah bekerja keras
(responsibilitas, profesional, akuntabel, bekerjasama, kualitas
pelayanan, produktivitas) dalam pencoklitan.

Pemutahiran Data Pemilu Serentak 2019.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemutahiran

data pemilih pemilu serentak tahun 2019, yaitu:

a. Pemutahiran Data Pemilih pada Pemilu Serentak 2019 merupakan
kelanjutan DPT pada Pilkada 2018 (Pilgub Lampung 2018). Dalam
pemutahiran data berkelanjutan, tidak diperlukan pencocokan
dan penelitian (coklit) tetapi langsung dilakukan penjumlahan
antara DPT Pilgub dengan pemilih pemula. Adapun DPT Pilgub
2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah 2.951.659 pemilih laki-laki
dan pemilih perempuan berjumlah 2.616.402, total 5.919.411.

b. Terdapat perbedaan jumlah pemilih di TPS Pilkada 2018 dengan
Pemilu serentak 2019. Pada Pilkada, jumlah pemilih per TPS
maksimal 800 sedangkan pada pemilu serentak sejumlah 500
pemilih. Namun pada akhirnya dengan pertimbangan kecukupan
waktu pemungutan dan penghitungan suara maka KPU
menetapkan maksimal pemulih di TPS adalah 300.
Konsekuensinya, harus dilakukan pemetaan ulang terhadap
pemilih diTPS.

c. Untuk bisa memilih ada persyaratan, yaitu warga  negara
Indonesia, sudah berusia 17 tahun, sudah menikah atau pernah
menikah, tinggal di daerah sesuai domisilinya, punya KTP
Elektronik. Karena persyaratan ini belum dipahami sepenuhnya,
maka muncul persoalan warga di Register, LAPAS, daerah
perbatasan, pemilih yang direlokasi karena ada pembangunan,
pemilih di daerah yang terkena Tsunami, pemilih di daerah
relokasi Tsunami, pemilih pindahan, pemilih yang belum ber KTP
Elektronik.
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d. Di dalam UU No 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa sejak
Desember 2018, semua pemilih wajib ber KTP Elektronik.
Problemnya adalah banyak warga di Lampung yang belum
memiliki KTP Elektronik. Hasil pemutahiran data KPU
menunjukkan sebanyak 242.323 calon pemilih dalam Pilgub
Lampung belum melakukan perekaman KTP El. Ini berdasarkan
hasil verifikasi jajaran Komisi Pemilihan Umum Lampung. KPU
Lampung menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(DP4) berjumlah 7.206.982. Setelah melalui sinkronisasi dengan
Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir, jumlahnya menjadi
6.272.300. Sebanyak 6.272.300 dicoklit (pencocokan dan
penelitian) oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) di 15
kabupaten/kota. Setelah dicoklit, hasilnya menjadi 5.919.411
dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara). Namun, terjadi
penurunan jumlah total daftar pemilih tetap (DPT) di 15
kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur Lampung tahun ini
dibandingkan dengan daftar pemilih sementara (DPS). Hasil rapat
pleno penetapan jumlah pemilih tetap untuk penyelenggaraan
Pilgub Lampung pada KPU 15 kabupaten/kota di Lampung terjadi
penurunan untuk DPT sebesar 5.768.253 jiwa pemilih. Sedangkan,
dalam DPS tercatat sebesar 5.919.411 jiwa pemilih

Penurunan jumlah dari DPS ke DPT disebabkan masyarakat
banyak yang tidak merekam data KTP-EIl atau Suket dari Disdukcapil
Komisi Pemilihan Umum di 15 kabupaten-kota, sementara KPU
Kabupaten Kota sudah harus menggelar pleno penetapan jumlah
pemilih tetap untuk Pilgub Lampung sesuai dengan tahapan. Di
Kabupaten Tulangbawang yang terdapat 11 ribu pemilih potensial
terpaksa dihapus karena tidak memiliki identitas yang jelas dan
resmi.

Regulasi pemilih pemilu ber KTP Elektronik, menjadi faktor
yang mempermudah pemutahiran data. Juga, membuat Pemilu
semakin berkekuatan hukum. Problemnya adalah koordinasi antara
Disdukcapil yang berwenang untuk perekaman dan yang
mengeluarkan KTP Elektronik. Disdukcapil dalam melaksanakan
kewenangannya tidak bekerja berdasarkan tahapan PKPU,
sedangkan KPU bekerja menggunakan tahapan PKPU. Selain itu,
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belum ada komunikasi yang memudahkan KPU untuk segera
memperoleh data perekaman baru dan terbitnya KTP Elektronik;
data kematian dan migrasi.

Pemutahiran Data Tanpa Coklit.
Regulasinya, pemutahiran data Pemilu 2019 bagi provinsi dan

kabupaten/kotayang menyelenggarakan Pilgub tahu 2018 dilakukan
dengan tidak melakukan coklit, tetapi hanya menjumlahkan DPT
Pilgub 2018 dengan pemilih pemula ditambah pemilih yang
menggunakan KTP pada Pilgub 2018.

Problem yang muncul adalah akurasi pemilih pilgub yang
menggunakan KTP (pemilih berkategori DPK) pada tahun 2018.
Problem akurasi ini muncul kembali pada pengguna KTP El pada
Pemilu Serentak 2019. Mengapa problem DPKmuncul?Karena data
by name pemilih di TPS hanya sejumlah yang ada di TPS tersebut,
sehingga apabila pemilih yang hadir di suatu TPS membawa KTP
Elektronik tetapi yang bersangkutan tidak ada di DPT TPS tersebut,
maka dia tidak bisa memilih, dianggap tidak ada di DPT. Bila data
warga yang punya KTP El dan yang tidak punya KTP El itu jelas,
maka pada saat DPT ditetapkan, dapat dipetakan dimana pemilih
yang akan memilih menggunakan KTP Elektronik di suatu TPS.
Namun, ada problem dimana setelah DPT ditetapkan, Disdukcapil
masih terus melakukan perekaman sehingga jumlah dan lokasi DPK
mengalami perubahan.

Daftar Pemilih Pindahan (Dptb) dan Daftar Pemilih Khusus
Hak pilih merupakan hak konstitusional yang wajib dilindungi

dan dipenuhi oleh negara. Meskipun KPU telah menyusun TPS dan
pemilih dalam TPS sesuai dengan domisili yang dibuktikan dengan
KTP El, namun dalam realitasnya banyak pemilih yang tidak tinggal
di domisinya. Ada yang tinggal di luar negeri, di dalam negeri tetapi
di provinsi lain, kabupaten lain, kecamatan lain, desa lain. Sehingga
pemilih tidak dapat memberikan hak pilihnya pada hari H, meskipun
hari H itu hari yang diliburkan.

Hak pemilih untuk pindah memilih mempersyaratkan sudah
terdaftar di dalam DPT, jadi kalau belum tercatat di DPT maka tidak
diperbolehkan pindah memilih. Secara detail aturan pindah memilih
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pada Pemilu Serentak 2019 diatur di dalam PKPU 37 tahun 2018.
Pada pasal 36 disebutkan bahwa:

(1)

(2)

(3)

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat

dilengkapi dengan DPTb.

DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data

Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena

keadaan tertentu atau kondisi tertentu Pemilih tidak dapat

menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang

bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPSlain.

Keadaan tertentu atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi:

a. menjalankan tugas pada saat PemungutanSuara;

b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan
keluarga yang mendampingi;

c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti
sosial/pantirehabilitasi;menjalani rehabilitasi narkoba;

d. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga
permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani
hukuman penjara atau kurungan;

tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
pindah domisili;

tertimpa bencana alam; dan/atau

bekerja di luar domisilinya.

Sm oo

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

a.

calon anggota DPR apabila pindah memilih ke daerah
kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah
pemilihannya;

. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke daerah

kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi;

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah
memilih ke daerah provinsi lain atau pindah memilih ke
suatunegara;

. calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke daerah

kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah
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pemilihannya; dan/atau

e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila pindah memilih ke
kecamatan lain dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan di
daerah pemilihannya.

Pemilih yang akan pindah memilih, harus menyampaikan
kepada PPS dengan mengisi formulir pindah memilih. Berdasarkan
permintaan tersebut, maka PKPU pasal pasal 38 mengatur sebagai
berikut:

(1) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih
melakukan mekanisme
a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT

dengan KTP-El;dan

b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT
dengan menggunakan softfile DPT dan/atau melalui Sidalih.

(2) Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada no (1) maka
KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus Pemilih dari DPT asal
setelah proses pindah memilih selesai.

a) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih
pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat
keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-
KPU, dengan ketentuan: lembar kesatu untuk Pemilih yang
bersangkutan; dan

b) lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIPKabupaten/
Kota.

(4) Formulir Model A.5-KPU memuat informasi:
a. identitas Pemilih yang terdiri dari nomor induk

kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat
tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;

b. alamat dan TPS tujuan; dan
c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.
(5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal mencatat Pemilih yang

pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
pada kolom keterangan DPT dengan keterangan pindah memilih.

Regulasi pindah memilih meskipun dapat dilakukan atau
diselesaikan administrasinya namun dalam pelaksanaannya tidak

PILKADA DIMASAPANDEMI:
Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif



mudah. Sebagai gambaran, dalam Pilkada tahun 2015 KPU Kota
Bandar Lampung tidak dapat mendirikan TPS di Lapas/Rutan yang
terletak di Way Huwi Kabuaten Lampung Selatan. Padahal menurut
Pemerintah Kota Bandar Lampung, Lapas Way Huwi itu milik
Pemerintah Kota Bandar Lampung dan penghuninya mayoritas dari
Bandar Lampung. Namun karena letak Lapas/Rutan di Lampung
Selatan maka KPU Kota Bandar Lapung tidak dapat mendirikan TPS
sebagai tempat menyalurkan hak pilih warga bandar lampung yang
menjadi binaan lapas/rutan Way Huwi Lampung  Selatan.
Sebaliknya, meskipun KPU Lampung Selatan dapat mendirikan TPS
di dalam Lapas Way Huwi untuk mengakomodir hak pilih warga
lampung selatan yang berada di Lapas Way Huwi untuk memilih
bupati/wakil bupati Lampung Selatan. Namun, TPS tersebut tidak
dapat mengakomodir pemilih yang dari Bandar Lampung.

KPU Kota Bandar Lampungpun mencoba mencari solusi agar
pemilih yang berada di Lapas Way Huwi dapat memberikan
pilihannya dalam pilkada Kota Bandar lampung tahun 2015. Dibuat
skenario agar pemilih tersebut dapat nemberikan pilihan di TPS
Desa Sukarame Bandar Lapung yang letaknya dekat dengan Lapas
Way Huwi (berjarak 10 menit). Namun, aturan kemenkumkan bahwa
setiap 1 napi keluar maka harus didampingi 2 petugas. Ini diantara
hambatan pemilih pindahan.

Daftar Pemilih Khusus (DPK)
Daftar pemilih khusus adalah daftar pemilih yang isinya adalah

pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP
Elektronik. Karena yang bersangkutan merupakan warga yang
memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar di DPT.
Jadi, meskipun tidak ada di dalam DPT, sepanjang memiliki KTP
Elektronik maka bisa memilih di TPS yang sesuai dengan alamatnya.
Mengapa sampai tidak terdaftar?

1. Pada saat dicoklit belum memiliki KTP Elektronik.
2. Pada saat dicoklit baru perekaman dan KPT Elektroniknya baru

jadi setelah DPT ditetapkan.

3. Pada saat coklit baru perekaman, dan blanko KTP El sudah habis.
Sedangkan Suketnya baru terbit setelah DPTditetapkan.

4. Baru 17 tahun pada hariH
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Pemilih berkategori DPK ini akan diberikan semua jenis surat
suara pada pemilihan yang sedang dilaksanakan. Hanya, pemilih DPK
dibatasi waktunya untuk memilih yaitu pada jam 12.00-13.00,
dengan catatan apabila surat suaranya masih tersedia. Hal ini
disebabkan karena jumlah pemilih DPK ini tidak diikutsertakan di
dalam penghitungan pengadaan jumlah surat suara dan dalam
distribusi suara di setiap TPS Sesuai dengan regulasi, pengadaan dan
distribusi surat suara hanya didasarkan atas jumlah DPT ditambah
2,5% DPT untuk pilkada dan jumlah DPT ditambah 2% untuk pemilu.
Dengan kata lain toleransi 2% atau 2,5% adalah surat suara
cadangan diperuntukkan apabila ada pemilih pindahan dan DPK.
Namun, karena pemilih pindahan diberikan waktu memilih mulai
dari jam 07.00, dan pemilih DPK diberikan waktu memilih dari jam
12.00-13.00 artinya pemilih DPK hanya dapat memberikan suara
apabila ketersediaan surat suara masih tersedia. Ketersediaan surat
suara untuk pemilih DPK ini dimungkinkan apabila partisipasi
pemilih DPT tidak 100%. Apabila sudah tidak tersedia surat suara,
maka petugas KPPS akan mempersilakan pemilih DPK untuk ke TPS
terdekat.

Tentu saja, penyelenggara pemilu akan melakukan pengaturan
terhadap pemilih DPK apabila penyelenggara mengetahui bahwa
masih ada warga di domisili di desa/kelurahan dan warga di
desa/kelurahan tersebut juga menginformasikan apabila pemilih
tersebut juga menginformasikan kepada PPS bahwa dirinya tidak
ada di DPT. Apabila jumlah DPK diketahui oleh PPS maka PPS dapat
mengatur dimana saja TPS yang dapat menjadi lokasi pemilih DPK
untuk memberikan suaranya. Kerjasama antara KPPS dengan PPS
untuk mendeteksi kemungkinan pemilih tidak hadir karena sedang
bekerja di tempat lain, sedang di Lapas, sedang menempuh
pendidikanditempat lain, sedang dirawat di RS, dapat menjasi
asumsi ketidakhadiran pemilih. Asumsi tersebut dapat dipergunakan
untuk menata apabila ada pemilih DPK (bahkan untuk pemilih
pindahan).

IV. KESIMPULAN
Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk

memperbaharui data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari
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Pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan
mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
Data pemilih menjadi faktor penting dalam mewujudkan kualitas
Pemilu yang lebih akuntabel, transparan dan bermartabat.
Pemutahiran data pemilih sangat penting, menjadi kunci bagi DPT
yang berkualitas. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah
proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada
Pemilu dan pemilihan berikutnya.

Namun pemutahiran data pemilih membutuhkan kerjasama
yang sinersis oleh banyak stakeholders yaitu KPU, Bawasluy,
pemerintah, masyarakat. Apabila DPT berkualitas, maka pemilu akan
berkualitas. Pemutakhiran data pemilih melalui proses panjang
sampai akhirnya menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pemutakhiran
data pemilih menjadi krusial dan perlu dilakukan dengan seksama
dan seharusnya diawasi, tidak saja Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) namun juga masyarakat yang peduli dengan terciptanya
data pemilih yang akurat, mutakhir dan berkualitas.

Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
dalam setiap pelaksanaan Pemilu atau pemilihan sangat penting
karenanya memiliki rentang waktu yang sangat panjang. Pada
Pemilu Serentak 2019 tahapan penyusunan daftar pemilih
berlangsung lebih dari setahun, terhitung sejak diserahkan Data
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Kemendagri kepada
KPU hingga disahkannya Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
(DPTHP) ketiga. Proses yang cukup Panjang dan berjenjang dalam
penyusunan daftar pemilih bertujuan untuk memastikan bahwa
setiap warganegara yang memenuhi syarat untuk memilih, Namanya
tercantum dalam Daftar Pemilih. Untuk menggunakan hak memilih,
Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali
yang ditentukan lain dalam undang-undang.
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